
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dassar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pemerintahan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

a. bahwa terciptanya keamanan dan ketertiban dalam hidup 
bermasyarakat menjadi tujuan pemerintahan negara 
sehingga minuman beralkohol yang menjadi salah satu 
penyebab banyaknya permasalahan kriminal yang harus 
dikendalikan peredarannya; 

b. bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kota Manado 
yang menggantungkan mata pencahariannya pada 
distribusi dan penjualan minuman beralkohol serta 
sebagai daerah tujuan wisata, alkohol menjadi komoditi 
yang dicari oleh wisatawan; 

c. bahwa dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih tegas 
berkaitan dengan penataan, pengendalian dan pengawasan 
Minuman Beralkohol di Kota Manado, dengan demikian 
perlu dibentuk peraturan yang akan menyediakan 
kewenangan bagi Pemerin tah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penataan dan 
Penyelenggaraan Minuman Beralkohol; 

WALIKOTA MANADO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 
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DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN 
PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL. 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/ 
2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap 
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Pera tu ran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113); 

6. Peraturan Kepala Sadan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan 
Mutu Minuman Beralkohol (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 164); 

7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 
Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado 
Nomor 2); 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kata Manado. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kata 

Manado. 
3. Walikota adalah Walikota Manado. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di Pemerintah 

Kata Manado. 
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan daerah di bidang perdagangan. 
6. Instansi Perizinan adalah Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pin tu. 

7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung 
etil alkohol atau etanol (C2HsOH) yang diproses dari bahan 
hasil pertanian dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi. 

8. Pengendalian adalah kegiatan pengendalian peredaran 
minuman beralkohol di Daerah yang dilaksanakan melalui 
penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangan yang 
dimiliki Pemerintah Daerah. 

9. Pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan 
perizinan yang diberikan terkait peredaran minuman 
beralkohol. 

10. zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutn a 
disingkat ITPMB adalah izin untuk melakukan penjualan 
minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 

11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut 
Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman 
Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk 
kemasan di tempat yang telah ditentukan. 

12. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum 
di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung 
adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol 
kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di 
tempat yang telah ditentukan. 

13. Distributor perusahaan yang ditunjuk oleh produsen 
Minuman Beralkool produk dalam negeri dan/atau IT-MB 
produk asal impor untuk mengedarkan Minuman 
Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui 
Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



(1) Jenis minuman beralkohol yang dapat diperdagangkan 
meliputi : 
a. minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam 

negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah 
merniliki izin usaha untuk bidang usaha industri 
minuman beralkohol atau minuman beralkohol yang 
berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku 
usaha yang telah merniliki izin usaha untuk bidang 
usaha importir minuman beralkohol; 

b. minuman beralkohol yang peredarannya telah 
mendapatkan izin edar dari Kepala Sadan yang 
menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan 
makanan; 

c. minuman beralkohol yang rnerniliki label resmi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan ang 
berlaku; dan 

d. diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi 
yang merniliki izin edar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan barang yang perdagangannya dalam 
pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 3 

BAB II 

PENG EN DALIAN 

(1) Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan ini 
adalah Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi 
dalam negeri atau asal impor yang masuk dalam jenis atau 
produk minuman beralkohol yang dapat import. 

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam 
negeri atau asal impor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikelompokan dalam golongan A, golongan B dan 
Golongan C sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 2 

14. Sub distributor perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor 
untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam 
negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan 
penjual Iangsung di wilayah pemasaran tertentu. 



Penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) 
huruf b tidak berdampingan dengan tempat peribadatan, 
lembaga pendidikan dan rumah sakit. 

Pasal 6 

(1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat 
dijual oleh pengecer pada : 
a. Toko Be bas Bea (TBB); dan 
b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b adalah toko pengecer yang khusus 
menjual minuman beralkohol dan harus berada tempat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman 
Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket 
dan hypermarket. 

(4) Walikota melimpahkan kewenangan penetapan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada 
Kepala Instansi Perizinan. 

(5) Kepala Instansi Perizinan menetapkan tempat tertentu 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
melalui penerbitan ITPMB. 

Pasal 5 

(1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung 
ditempat hanya dapat dijual di : 
a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan 

perundang-perundang di bidang kepariwisataan; dan 
b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

(3) W alikota melimpahkan kewenangan penetapan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada 
Kepala Instansi Perizinan. 

(4) Kepala Instansi Perizinan menetapkan tempat tertentu 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
melalui penerbitan ITPMB. 

Pasal 4 



Pasal 9 

(1) Setiap Penjual Langsung, Pengecer, sub Distributor dan 
Distributor Minuman Beralkohol di daerah wajib memiliki: 
a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 
b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan 

berusaha; dan 
c. ITPMB. 

BAB III 

PERIZINAN 

(1) Penjual langsung minurnan beralkohol dan pengecer 
minuman beralkohol wajib memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat 

khusus dan tidak bersamaan dengan produk lain; 
b. penjualan dan pelayanan penyajian Minuman 

Beralkohol hanya dilakukan oleh petugas/pramuniaga 
yang telah ditugaskan oleh pemilik usaha selaku 
pemegang izin; 

c. tidak menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen 
yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun 
dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas 
kepada petugas pramuniaga pada saat pembelian; 

d. tidak menjual Minuman Beralkohol untuk dibawa 
keluar dari tempat bagi Penjual Langsung; 

e. menjual Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan 
jam penjualan; dan 

f. memberikan laporan pembelian dan penjualan kepada 
Dinas satu kali setiap 6 (enam) bulan sejak 
diterbitkannya izin. 

(2) Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer 
minuman beralkohol wajib membuat tulisan yang dapat 
dibaca oleh setiap pengunjung dan melakukan 
pemberitahuan lisan kepada setiap pengunjung perihal 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
huruf d, dan huruf e. 

Pasal 8 

Pasal 7 

(1) Pengecer Minuman Beralkohol hanya dapat melakukan 
penjualan pada pukul 12.00 Wita sampai pukul 20.00 
Wita. 

(2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminurn langsung 
di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti 
jam operasional tempat penjualan. 



(1) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan ITPMB 
kepada Instansi Perizinan. 

(2) Permohonan untuk mendapatkan ITPMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diajukan melalui 
Instansi Perizinan. 

(3) lnstansi Perizinan dalam menerbitkan ITPMB melakukan 
pemeriksaan lokasi bersama-sama dengan Tim Teknis dari 
Dinas. 

(4) Tim Teknis melakukan verifikasi sesuai hasil pemeriksaan 
lapangan dan memuat hasil verifikasi dalam Serita Acara 
Hasil Pemeriksaan sesuai format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(5) ITPMB diterbitkan untuk satu golongan minuman 
beralkohol dalam satu lokasi. 

(6) Apabila pelaku usaha akan menperdagangkan lebih dari 
satu golongan minuman beralkohol dalam satu lokasi yang 
sama maka pelaku usaha wajib memiliki ITPMB untuk tiap 
golongan minuman beralkohol secara terpisah. 

(7) Persyaratan untuk memperoleh ITPMB adalah: 
a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufa; 
b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan 

berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf b; 

c. Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan; 

d. Foto Copy KTP; 
e. Pas Foto 3 x 4; dan 
f. Bukti Lunas Pajak Daerah. 

(8) Prosedur penerbitan ITPMB sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 10 

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Perizinan 
Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan 
minuman beralkohol. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi 
yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap 
larangan peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi 
Minuman Beralkohol. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok 
masyarakat. 

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 12 

BABV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

(1) Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol 
dilakukan oleh Tim Terpadu. 

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Dinas sebagai kordinator. 
b. Instansi Perizinan; 
c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan; 
d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata; 
e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keamanan 

dan ketertiban; 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, tim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan: 
a. Kepolisian; 
b. Tokoh masyarakat; dan/atau 
c. Instasi vertikal lainnya yang ada di Daerah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan 
hukum dan kesehatan. 

Pasal 11 

BAB IV 

PENGAWASAN 



ASE 

SERITA DAERAH KOTA-MANADO TAHUN 2021 NOMOR 

DAERAH KOTA MANADO, 

~ 

No. PENGELOLA PA RAF KET 

1. Walikota Manado 

2. Wakil Walikota Manado Ditetapkan di Manado 

3. Sekretaris Daerah Kota pada tanggal 1.g \Je.tQmber 2.o21 
4. Pit. Asisten Bid. Perekonomian WALi KOTA MANADO, dan Pemban unan 
5. Kepala DPMPTSP 

~2NG3w 6. Kepala DISPERINOAG 

7. Kepala Bagian Hukum 

8. Sekretaris DPMPTSP if; 
9. Kepala Bidang Data, Pelayanan a lnformasi dan Pen aduan 

Diundangkan di Manado 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado. 

Pasal 14 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 
ayat ( 1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 
dikenakan sanksi administratif secara berurutan yaitu berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis sebanyak tiga kali dengan selang waktu 7 

(tujuh) hari; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan; 
e. pencabutan sementara izin; dan 
f. pencabutan tetap izin; 

BAB VI 
SANKSI 



WALIKOTA MANADO, 

No. PENGELOLA PA RAF KET 

1. Walikota Manado Mohon Di 
Truld;;(Tangani 

2. Wakil Walikota Manado ~ 
3. Sekretaris Daerah Kota ~ 
4. Pit. Asisten Bid. Perekonomian 

dan Pembanzunan 
5. Kepala DPMPTSP I 

6. Kepala DISPERINDAG iV 
7. Kcpala Bagian Hukum ~ 
8. Sekretaris DPMPTSP W: 
9. Kepala Bidang Data, Pelayanan CK Informasi dan Pengaduan 

No Tempat Penjualan Jinis Minuman 
Beralkohol 

1 Karaoke Golongan A, B, C 

2. Hiburan Malam Golongan A, B, C 

3. Diskotik Golongan A, B, C 

4. Pub Golongan A, B, C 

3. Cafe Golongan A 

TEMPAT TERTENTU UNTUK MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DIMINUM 
LANGSUNG DITEMPAT. 

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALi KOTA MANADO 

NOMOR ~I TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL. 



No. PENGELOLA PARAF KET 

1. Walikota Manado Mahon Di 
Tanda J angani 

2. Wakil Walikota Manado h./ 
3. Sekretaris Daerah Kota ~ 
4. Pit. Asisten Bid. Perekonomian ~ I 

dan Pernbangunan I 

5. Kepala DPMPTSP JI 
I 

6. Kepala DISPERINDAG iV 
7. Kepala Bagian Hukum ~ 
8. Sekretaris DPMPTSP 9f; 
9. Kepala Bidang Data, Pelayanan Q Informasi dan Penzaduan 

No Tempat Penjualan Jinis Minuman 
Beralkohol 

1. Toko Oalam Kawasan Bandara Golongan A, B, C 

2. Toko Oalam Kawasan Pelabuhan Golongan A, B, C 

3. Toko Oalam Pusat Perbelanjaan Golongan A, B, C 

4. Toko Oalam Kawasan Pasar 45 Golongan A, B, C 

5. Toko Dalam Kawasan Reklamasi Golongan A, B, C 

6. Toko yang berada dikawasan Perdagangan Golongan A, B, C 
dan Jasa sesuai RTRW 

TEMPAT TERTENTU UNTUK PENJUALAN ECERAN MJNUMAN BERALKOHOL 
TIDAK MINUM DITEMPAT. 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALi KOTA MANADO 

NOMOR 41 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL. 

WALIKOTA MANADO, 



WALlKOTA MANADO, 

20 
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DetnUdan 8'e-rlt.lt ~,• lnl dibua1 denaan wb<l!:namy• 

Pemuldm.,n dan Pe,bntoran· M2 
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.M2 Sekol.ah 
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Lua5. Tcmpa1 UYha 

Kole-rnba•.Jan 

Golon1an Min~ 

Pemerl~n lnl dll.a.kukan scba&al persyaraun pctW!rbtUn rz.ln Tem~t PenjuaJ.an Mlnum.an BeralkohOf dencart 

MW ~cal betMIUl: 

KeslatMl Uuha (KOLi) 

PemillkUs..1ha 

No. PENGELOLA PA RAF KET 

1. Walikota Manado Mohon Di 
Tanda-Tanzani 

2. Wakil Walikota Manado hi 
3. Sekretaris Daerah Kota ~I 

4. Pit. Asisten Bid. Perekonomian ."' dan Pernbangunan 
5. Kepala DPMPTSP d,' 
6. Kepala DISPERINDAG tV 
7. Kepala Bagian Hukum ft../ 
8. Sekretaris DPMPTSP K 
9. Kepala Bidang Data, Pclayanan 

<>? lnformasi dan Pengaduan 

P.-da harl 1nL ---·-··-··-·· lan0.1• -··--· Bu~n -·--·-· TMlun ------·--· yana bert.:anda tanpn d1 bawah 

6nJ. sesuat denaan Pcra1uran Wallllota Nomor _ ·-· Tahun -·-·· .. Ten1anc Ke'ICinu,an Pl!:nerbtt.1n l.1ln Tem~t 

Mlnutn.1n 6erallr.ohot. tolah molaksarwUn c,C!mcnluaan lapanpn te-th~ap. 

_ tPonaec:er/Penju.alan Unasun1.) 

B[RITA ACARA Pc.M(RIKSA.AN 

Format Formulir Berita Acara Pemeriksaan lapangan: 

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL. 

PERATURAN WALI KOTA MANADO 

NOMOR 41 TAHUN 2021 

TENT ANG 

LAMPIRAN III 



,VQQ 
ANDREI ANGOUW 

WALIKOTA MANADO, 
No. PENGELOLA PA RAF KET 

1. Walikota Manado g:r Di Ta Tangani 
2. Wakil Walikota Manado r 
3. Sekretaris Daerah Kota ~- 
4. Pit. Asisten Bid. Perekonomian 'f dan Pernbangunan 
5. Kepala DPMPTSP h 
6. Kepala DISPERINDAG >fl 
7. Kcpala Bagian Hukum ~ 
8. Sekretaris DPMfYfSP ~ 
9. Kepala Bidang -Data, Pelayanan () lnfonnasi dun Pengaduan -- 

1. Pemohon Melakukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Sistem 
Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T). 

2. Pemohon Mengupload Persyaratan kedalam Sistem lnformasi Pelayanan 
Perizinan Terpadu (SIP2T). 

3. DPMPTSP melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan. 
4. Apabila pemenuhan persyaratan dinyatakan Iengkap dan benar maka 

Tim Teknis bersama dengan Tim dari Dinas yang melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang perdagangan, melakukan pemeriksaaan lokasi 
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan membuat Serita Acara 
Pemeriksaan Lapangan. 

5. Tim Teknis membuat Rekomendasi terkait diterima atau ditolaknya 
Permohonan kepada Kepala D PMPTS P 

6. DPMPTSP mencetak Draft ITPMB dan SKRD atau Surat Penolakan 
Permohonan untuk di tandatangani Kepala DPMPTSP. 

7. Kepala Dinas menandatangani ITPMB dan SKRD atau Surat Penolakan 
Permohonan. 

8. Dalam hal berkas permohonan ditolaj maka DPMPTSP menyerahkan 
Surat Penolakan permohonan kepada Pemohon 

9. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi sesuai yang ditetapkan 
dalam SKRD. 

10. DPMPTSP melakukan penomoran ITPMB setelah Pemohon melakukan 
Pembayaran Retribusi. 

11. Pemohon dapat mencatak ITPMB melalui SIP2T atau mengambilnya 
langsung melalui Loket Pengambilan Izin di DPMPTSP. 

PROSEDUR PENERBITAN ITPMB 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALi l OTA MANADO 

NOMOR "ll TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENATMN DAN PENYELENGOARMN MINUMAN BERALKOHOL. 


